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ABSTRAK 
 

EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERMA NO 7 TAHUN 2022 TENTANG 

ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN  

DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)  

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A) 
 

OLEH : 

M. SAFRUDIN SETIAWAN 

NPM. 1902011017 
 

Secara umum Sosialisasi merupakan upaya suatu pihak untuk mengenalkan 

suatu program atau sejenisnya kepada masyarakat luas, untuk memudahkan bagi 

masyarakat yang nantinya akan menjadi bagian dari pada pengaplikasian sebuah 

program atau tujuan lainnya atau sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu 

sehingga menjadi dikenal. Berdasarkan prasurvei di Pengadilan Agama Metro, 

peneliti juga mewawancarai beberapa pihak yang berperkara secara mandiri, 

untuk memberikan pendapat terkait pendaftaran dan persidangan perkara secara 

elektronik (E-Court), yang mana mereka juga telah mendaftatarkan perkaranya 

menggunakan E-Court. Menurut pihak yang berperkara di Pengadilan Agama 

Metro menyampaikan bahwsanya pendaftaran dan persidangan perkara secara 

elektonik dapat meringkankan biaya perkara di pengadilan, tetapi pihak 

berperkara menyayangkan atas dirinya yang kurang memahami tentang 

administrasi dan sidang secara elektronik/online 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta 

efektivitas sosialisasi PERMA No 7 Tahun 2022 tentang administrasi persidangan 

di pengadilan secara elektronik. Dalam penelitian penulis menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, menggunakan bentuk 

kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa analisis data deskriptif 

kualitatif. 

Dari hasil penelitian serta pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil 

dari penelitian yang berjudul “Efektivitas sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022 

Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (E-

Court) yaitu: Pelaksanaan sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 oleh Pihak 

Pengadilan Agama Metro Kelas I A telah dilaksanakan kepada para pengguna 

terdaftar (advokat) dan para pengguna lainnya (Masyarakat berperkara mandiri), 

yaitu dengan cara mensosialisasikan secara langsung kepada Para pencarari 

keadilan dan juga sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan media internet. 

Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan 

Agama Metro Kelas I A sudah Efektiv atau sudah berjalan dengan baik, hal ini 

dapat dilihat dari adanya penerapan yang baik dari proses Administrasi 

pendaftaran elektronik, pembayaran panjar, panggilan sidang elektronik hingga 

ke persidangan  yang sudah  berjalan sesuai peraturan walaupun dalam proses 

persidangan secara elektronik atau e-litigasi belum berjalan secara menyeluruh. 

 
Kata Kunci : Efektivitas, Sosialisasi, E-Court, PERMA No. 7 Tahun 2022 
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MOTTO 

 

ًٰٓ اوَْفسُِكُمْ  اوَِ  „ ِ  وَلىَْ  عَل  امِيْهَ  باِلْقِسْطِ  شُهَداَۤءَ  لِِلٰ مَىىُْا كُىْوىُْا قىََّ ٰٓايَُّهَا الَّذِيْهَ  ا  ي 

ي  ٰٓ َّبِعىُا الْهَى  ً بِهِمَا   فلََ  تتَ الْىَالِديَْهِ  وَالْْقَْرَبِيْهَ   اِنْ  يَّكُهْ  غَىِيًّا اوَْ  فقَِيْرًا فاَلِٰلُ  اوَْل 

٥٣١۝ ا اوَْ  تعُْرِضُىْا فاَِنَّ  اٰللَّ  كَانَ  بِمَا تعَْمَلىُْنَ  خَبِيْرًا  ٰٓ  انَْ  تعَْدِلىُْا   وَاِنْ  تلَْى 

 

„‟Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi 

karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, 

atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, 

Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu 

memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), 

sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.‟‟ 

(Q.S An-Nisa‟ : 135) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan di zaman sekarang begitu sangat cepat apalagi dengan 

dukungan media teknologi, hari demi hari semakin modern Dan tidak  dapat  

dipungkiri  bahwasanya  sebuah teknologi  informasi  pada  era  modern pada 

saat ini dapat  berkembang sangat  signifikan. Hampir  seluruh  sektor  

kehidupan  manusia diduia menggunakan  teknologi informasi. Penerapan  

teknologi  informasi ditemukn pada  berbagai  bidang/sektor,  diantaranya 

sektor  pendidikan,  sektor  bisnis, dan sektor perbankan. Laju perkembangan 

teknologi informasi pada akhirnya juga menuntut semua sektor   

penyelenggaraan   negara   untuk   mengadopsi   penggunaan   teknologi   

informasi. Pengaturan  atas  tata  kelola  teknologi  informasi  pada  

penyelenggaraan  negara  diatur dalam Undang-Undang Nomor  19  Tahun  

2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Pemerintah sebagai provider layanan public di tuntut untuk mengikuti 

perkembangan tersebut tidak terkecuali pada lembaga peradilan di indonesia. 

Dalam hal tersebut di bentuklah sebuah inovasi pelayanan lembaga yang 

berbasis Elektronik/Online yang saat ini sudah digunakan di Pengadilan 

Agama Metro Kelas 1A. Yang beralamat di Jl. Stadion 24B Kelurahan Tejo 

Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung 
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Terkait dengan   pemanfaatan   teknologi informasi, Mahkamah   

Agung   sebagai lembaga  tinggi  negara  pemegang  kekuasaan  kehakiman,
1
  

pada saat  ini  melakukan inovasi untuk perkembangan  peradilan di  Indonesia.  

Pada tanggal 6 agustus 2019 mahkamah agung menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan mahkamah 

agung nomor 3 tahun 2018. Secara  umum  cakupan Peraturan  Mahkamah  

Agung Nomor 3  Tahun  2018  hanya  sebatas  administrasi  perkara  saja 

sedangkan    Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor 1  Tahun  2019  selain  

mencakup  adminsitrasi  perkara  secara elektronik, juga mengakomodir 

pelaksanaan persidangan secara elektronik. Selanjutnya   pada   tanggal  10 

Oktober 2022 Mahkamah Agung Menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 

atas perubahan Perma nomor 1 tahun 2019 yang mana perma tersebut mengatur 

beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik  

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini 

merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice 

reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum 

acara (IT for Judiciary).” Jika sebelumnya pengadministrasian perkara, 

pemanggilan serta persidangan dilakukan secara manual, setelah terbitnya 

Perma tersebut, maka pengadministrasian perkara dan proses sidang manual 

mulai dialihkan dengan menerapkan pengadministrasian sekaligus sidang 

secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah E-Court. 

                                                           
1 Taufik Nasri Andi, “„efektifitas penerapan e-court (studi pada pengadilan agama 

sidenreng rappang)‟, (Makasar : universitas bosowamakassar, 2023),” 2023, 5. 
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E-Court sendiri secara istilah ialah suatu instrument dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada pencari keadilan baik berupa pendaftaran 

perkara, pembayaran biaya panjar perkara, pemanggilan sidang dan 

persidangan yang keseluruhan pelayanan tersebut dilakukan secara online. 

Aplikasi E-Court merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam rangkaian 

proses pendaftaran perkara hingga perkara tersebut diputus oleh hakim yang 

teritegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP).  Dan Aplikasi E-Court adalah aplikasi yang memudahkan para pencari 

keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan 

maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya 

perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan pemanggilan dilakukan secara 

elektronik dengan menggunakan e-mail. Penerapan aplikasi ecourt merupakan 

perubahan bidang manajemen pelayanan manual ke elektronik.2 

Dengan di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi 

dan persidangan secara elektronik (E-Court) ini perlu adanya sosialiasi kepada 

masyaraka luas, supaya Peraturan Mahkamah Agung tersebut benar-benar 

dapat di laksanakan dengan baik bagi para pencari keadilan di lingkungan 

Pengadilan Agama Metro, karena sosialisasi merupakan sebuah langakah  awal 

untuk dikenalnya PERMA tersebut dan juga agar tercapainya sebuah 

keEfektivitas penerapan PERMA Nomor 7  tahun 2022 tentang perubahan atas 

                                                           
2 Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, „‟E-Court Era Baru Beracara Di Pengadilan‟‟, 

http://www.pt-bengkulu.go.id. Diakses pada 1 Desember 2023 pukul 15.34 wib 

http://www.pt-bengkulu.go.id/
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Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara 

elektronik di Pengadilan Agama Metro. .  

Setelah peneliti melakuan pra-survei di Pengadilan Agama Metro, 

pelaksanaan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang  

administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik (E-Court), di 

Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A sudah mengikuti anjuran surat Dirjen 

BADILAG Nomor: 3061/DJA.HM.00/VI/2019 tentang Implementasi 

Penggunaan E-Court, sehinga diharapkan mereka dapat memahami fungsi dari 

E-Court itu sendiri,yang mana dalam kegiatan sosialisasi itu telah di hadiri 

seluruh hakim dan pegawai PA. Metro, juga dihadiri oleh kalangan Pengacara 

dan masyarakat.3  

Setelah pelaksanaan sosialisasi di Pengadilan Agama Metro telah di 

berikan kepada kalangan pengacara di lingkungan Kota Metro, dengan tujuan 

para pengacara dan Masyarakat mengetahui tentang tatacara administrasi dan 

berperkara secara elektronik sesuai dengan PERMA NO 1 Tahun 2019 dapat 

diimplementasikan di Pengadilan Agama Metro dengan sebaik-baiknya.   

Berdasarkan wawancara kepada salah satu pegawai Pengadilan Agama 

Metro Kelas 1 A  (Petugas PTSP) menyampaikan bahwasanya pendaftaran dan 

persidangan perkara baik gugatan, permohonan, di pengadilan agama Metro 

saat ini disarankan untuk menggunakan E-Court,supaya tercapainya 

                                                           
3 Diakses dalam : https://www.pa-metro.go.id/publikasi/berita-terkini/202-kopi-pagi-

bertajuk-sosialisasi-e-court-dan-zona-integritas-pa-metro.html.  Pada tanggal 30 November 2023 

https://www.pa-metro.go.id/publikasi/berita-terkini/202-kopi-pagi-bertajuk-sosialisasi-e-court-dan-zona-integritas-pa-metro.html
https://www.pa-metro.go.id/publikasi/berita-terkini/202-kopi-pagi-bertajuk-sosialisasi-e-court-dan-zona-integritas-pa-metro.html
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persidangan yang cepat dan biaya murah, namun terkait persidangan secara 

elektronik belum dapat terlaksana dengan baik. 4 

Berdasarkan prasurvei di Pengadilan Agama Metro, peneliti juga 

mewawancarai beberapa pihak yang berperkara secara mandiri, untuk 

memberikan pendapat terkait pendaftaran dan persidangan perkara secara 

elektronik (E-Court), yang mana mereka juga telah mendaftatarkan perkaranya 

menggunakan E-Court. Menurut pihak yang berperkara di Pengadilan Agama 

Metro menyampaikan bahwsanya pendaftaran dan persidangan perkara secara 

elektonik dapat meringkankan biaya perkara di pengadilan, tetapi pihak 

berperkara menyayangkan atas dirinya yang kurang memahami tentang 

administrasi dan sidang secara elektronik/online . 5 

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

persoalan ini dalam skripsi dengan mengakat judul ‘’ Efektivitas Sosialisasi 

Perma Nomor 7 Tahun 2022  Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Secara Elektronik (E-Court) 

Di Pengadilan Agama Metro’’  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan oleh peneliti, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana Pelaksanaan serta 

Efektivitas Sosialisasi PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 

PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan 

                                                           
4 Restisari Pratywi, Sttaf PTSP, wawancara, Pengadilan Agama Metro  
5 Wawancara Dengan Pihak Berperkara,Di PA.Metro  
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Secara Elektronik Terhadap Masyarakat di Lingkungan Pengadilan Agama 

Metro? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan serta Efektivitas Sosialisasi 

PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik 

Terhadap Masyarakat di Lingkungan Pengadilan Agama Metro 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai beberapa manfaat yaitu : 

a. Manfaat teoritis  

a) Untuk menambah wawasan dibidang hukum acara peradilan 

mengenai Sosialisasi  PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian 

selanjutnya sebagai bahan penelitiannya.  
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b. Manfaat praktis  

a) Bagi masyarakat  

Dengan adanya Sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022, 

diharapkan masyarakat pencari keadilan atau pihak berperkara  

secara mandiri khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Metro 

mengetahu tentang bagaimana prosedur dan tatacara pendaftaran 

serta proses berperkara secara elektronik.  

b) Bagi lembaga  

Sebagai bahan pertimbangan agar lebih optimal dan maksimal 

dalam proses penyampaian atau mensosialisasikan PERMA No 7 

Tahun 2022 kepada masyarakat luas yaitu para pencari keadilan 

atau bihak berperkara secara mandiri.  

c) Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat dijadikan sumber, bahan pertimbangan, 

referensi terhadap penelitian sejenis dan juga dapat dikembangkan 

menjadi penelitian yang lebih menarik. 

 

D. Penelitian Relevan 

 Langkah penting bagi peneliti dalam memulai kegiatan penelitian 

adalah meninjau atau menindaklanjuti penelitian sebelumnya yang secara 

langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang 

diajukan.  

 Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan, peneliti menemukan 

beberapa masalah yang berkaitan dengan PERMA NO 1 Tahun 2019 Tentang 
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Administrasi Perkara dan Persidanagn di Pengadilan Secara Elektronik (E-

Couurt), seperti penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Agung Rachmat Hidayat, dalam Jurnal yang berjudul „’ Efektivitas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi 

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik’’
6
  Seiring 

dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, setiap lembaga 

mempunyai tantangan untuk mengikuti perkembangan. Mahkamah Agung 

mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun2022 atas perubahan Perma 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di 

Pengadilan Secara Elektronik dengan tujuan agar pelayanan di Pengadilan 

lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penyebab dari tingginya tingkat E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek 

serta meninjau Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2022 dengan teori Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan 

penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. penggumpulan data 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

  Penelitian dalam jurnal ini membahas tinjaun tentang Efektivitas 

PERMA NO 7 Tahun 2022 Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti 

dalam skripsi ini yaitu melihat dan menguraikan tentang Efektivitas hasil 

sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro terkait penerapan 

PERMA NO 7 Tahun 2022 terhadap masyarakat dilingkunagan kota metro.   

2. Ayi Yuntami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

dalam Skripsinya yang berjudul : Efektivitas Pelaksanaan Berperkara 

                                                           
6 Agung Rachmat Hidayat, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2023, 4. 
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Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019  Pada Masa 

Pandemi Covid-19”
7
 penelitian pada skripsi ini membahas tentang 

bagaimana pelaksanaan berperkara menggunakan E-Court dimasa pandemi 

covid-19 dan juga bagaimana Efektivitas pelaksanaan berperkara 

menggunakan E-Court pada saat pandemi covid-19. Sulitnya mobilitas 

masyarakat pada masa covid, berdampak pada semua sector, begitu pula 

sector peradilan di Indonesia, maka dari itu penelitian pada skripsi ini ingin 

membahas lebih lanjut mengenai E-Court pada masa pandemic. Hasil dari 

penelitian ini yaitu mulainya pengguna baru aplikasi E-Court pada masa 

pandemic di mana para pencari keadilan mau atau tidak mau harus 

menggunakan sistem E-Court pada proses berperkara. Penelitian ini 

merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.  

 Dari sini dapat di simpulkan bahwa penelitian penulis terdapat 

perbedaan masa penelitian, dimana penelitian terdahulu di atas di teliti pada 

saat masa pandemic covid-19 sedangkan penelitian yang akan penulis teliti 

pada saat ini, merupakan masa yang  sudah normalnya kebali keseluruahan 

mobilitas masyarakat luas di seluruh wilayah, disisi lain penelitian relevan 

diatas membahas tentang proses pelaksanaan berperkara menggunakan E-

Court, sedangkan pelelitian yang akan penulis lakukan adalah melihat 

bagaimana Efektivitas hasil Sosialisasi penggunaan administrasi dan 

persidangan yang bersifat Elektronik.  

                                                           
7 Yuntami Ayi, “Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Menurut 

Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 (UIN Raden Intan Lampung),” 2021, 

37. 
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3. Penelitian skripsi oleh Wawan Riski Setiawan, dalam program studi  

hukum, fakultas hukum, universitas Kuningan. Dengan judul “Efektivitas 

peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi 

perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan agama kuningan 

kelas 1A”
8
 Dalam penelitiannya untuk mencapai pembaharuan Administrasi 

dan persidangan secara elektronik guna mengatasi kendala dan hambatan 

dalam proses penyelenggaraan peradilan Mahkamah Agung telah 

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

admistrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Peleksaanan Perma 

Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA baru 

terlaksana sebagian yaitu gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, 

jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Terdapat Kendala dalam 

pelaksanaanya Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama 

Kuningan Kelas IA adalah Website sering gangguan, publik tidak dapat 

mengakses secara langsung, proses E-Litigasi tidak tepat waktu, dan 

kurangnya pemahaman pihak yang berperkara. 

 Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pastinya terkait lokasi 

penelitian, dimana penelitian di atas berlokasi di Pengadilan Agama 

Kuningan sedangkan lokasi yang akan peneliti lakukan berlokasi di 

Pengadilan Agama Metro selain itu penelitian yang akan penulis teliti yaitu 

terkait sosialisasi perma baru yaitu perma nomor 7 tahun 2022 tentang 

perubahan atas perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan 

                                                           
8 Wawan Setiawan, “Efektivitas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di pengadilan agama kuningan  

kelas 1A (Univ. Kuningan),” 2024, 16. 
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persidangan di pengadilan secara elektronik, sehingga diharapkan 

penelitian ini menjadi penelitian yang terbaru terkait perma diatas. 

4. Rizkia Ramadhana dan Muzakkir Abubakar dalam Jurnalnya yang berjudul 

„‟ Efektivitas Sistem Layanan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan 

Negeri banda aceh
 
„‟. 

9
 Penelitian ini bertujuan menjelaskan Efektivitas 

pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court, 

hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan 

sistem layanan E-Court dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan 

sistem layanan E-Court di Pengadilan Negeri Banda Aceh.   

 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Efektivitas layanan E-

Court di Pengadilan Negeri B.Aceh belum berjalan efektif seperti jaringan 

internet dan masih terdapat pengguna E-Court dalam hal ini pihak yang 

berpekara yang minim pengetahuan akan teknologi untuk menggunakan 

layanan E-Court tersebut, hambatan yang dihadapi ketika melakukan 

proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan E-Court 

Pengadilan Negeri B.Aceh dipengaruhi oleh SDM, jaringan internet, 

aplikasi/ server E-Court, tidak memiliki alamat E-mail, belum ada prosedur 

E-litigation yang tetap, minimnya sosialisasi dan belum memiliki alat 

pembangkit listrik cadangan yang dapat memenuhi kebutuhan E-Court,.  

 Dengan demikian ada perbedaan dalam penelitian yang akan 

penulis teliti, yaitu mengenai Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi PERMA 

                                                           
9 Rizkia Ramadhana dan Muzakkir Abubakar, “Efektivitas Sistem Layanan E-Court Dalam 

Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh” 5 (2021): 441. 
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No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No 1 TAhun 2019 

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Serta 

Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Terhadap 

Masyarakat Di Lingkungan Pengadilan Agama Metro. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas  

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 

atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan 

ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran 

seperti yang telah ditentukan
10

 

Efektivitas Merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses 

kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Berbagai teratur konsep 

yang membahas Efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam 

arti bahwa efektitifitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya 

penyesuain antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan 

hasil yang baik. jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai sumber 

dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif
11

 

                                                           
10 “Iga Rosalina, „Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten 

Madetaan‟. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat'',2020, 3. 
11 Shofiana Syam, “PENGARUH EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN BANGGAE TIMUR,” Jurnal Ilmu 

Manajemen Profitability 4, no. 2 (2020): 130. 
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Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 

konsep Efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan 

apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan 

manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, Efektivitas merupakan 

pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran 

(output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan 

personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu 

kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan 

prosedur, sedangkan dikatakan efektif apa bila kegiatan tersebut dilaksanakan 

dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat
12

 

2. Ukuran Efektivitas 

Mengukur Efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal 

yang sangat sederhana, karena Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut 

pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta 

menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka 

seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa Efektivitas berarti 

kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat Efektivitasj uga dapat 

diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan 

hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan 

                                                           
12 “Iga Rosalina, „Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten 

Madetaan‟. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat,2020,” 4. 
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dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak 

tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 
13

 

 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau 

tidak, yaitu:
14

 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah 

dan tujuan organisasi dapat tercapai.  

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya 

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para 

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.  

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di 

tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan 

dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.  

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan 

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.  

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih 

perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat 

sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman 

bertindak dan bekerja.  

                                                           
13 Rosalina, 5. 
14 Rosalina, 5–7. 
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f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator 

Efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. 

Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan 

oleh organisasi 

 Richard M. Steers berpendapat mengatakan mengenai ukuran 

Efektivitas, sebagai berikut: 
15

 

a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan 

harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar 

pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, 

baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun 

pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 

beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan 

target kongkrit.  

b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus 

dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. 

Integrasi menyangkut proses sosialisasi.  

c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses 

pengadaan dan pengisian tenaga kerja. 

 

 

                                                           
15 “Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, (Yogyakarta Pustaka Pelajar) 1999, 57. 
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3. Konsep umum tentang Efektivitas pelayanan publik 

Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam  mencapai 

target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah ditentukan,  yang mana 

target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu hingga bisa  dikatakan 

efektiv
16

 

 Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan  

publik, mendifinisikan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian  

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan  

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk  atas 

barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh  

administrator.17     

Oleh karena itu, ada 3 hal untuk mengukur kepuasan dan kualitas  

pelayanan publik, yaitu :    

1) Pihak birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang  dilayani 

sama-sama mendapatkan kemudahan dan memahami  kualitas pelayanan 

tersebut,  

2) Pihak birokrasi  yang melayani harus lebih memahami   dan 

mengevaluasi kualitas pelayanan publik daripada  masyarakat yang 

dilayani,  

                                                           
16 “Heryanto Monoarfa, „Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik‟: 

Suatu „Tinjauan Kinerja Lembaga  Pemerintahan‟, Jurnal pelangi ilmu, vol. 05, Nomor 01, 2012, 

51. 
17 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
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3) Masyarakat yang dilayani dapat  memahami proses dan kualitas 

pelayanan   yang   diberikan  oleh pihak birokrasi  sebagai pelayanan  

publik. 
18

 

 

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan sebuah  

kepuasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk  mencapai 

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang  tercermin dari:   

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah  dan 

dapat diakses oleh semua pihak serta mudah dimengerti.   

b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang diberikan dapat di pertanggung 

jawabkan sesuai dengan ketentuan serta peraturan  perundang-

undangan.   

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan  

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap  

memperhatikan suatu prinsip efisiensi dan Efektivitas.    

d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran  

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan  

memperhatikan aspirasi dari masyarakat.   

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan tidak boleh membeda-bedakan dari  

aspek manapun seperti suku, ras, agama, dan status sosial. 
19

 

                                                           
18 “Sastrio Mansyur, „Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi 

Publik‟,  Jurnal Academika Fisip Untad, Vol.05, Nomor 01,2019, 965. 
19 “Heryanto Monoarfa, „Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik‟: 

Suatu „Tinjauan Kinerja Lembaga  Pemerintahan‟, Jurnal pelangi ilmu, vol. 05, Nomor 01, 2012,” 

4. 
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Karakteristik pelayanan yang harus dimiliki oleh  organisasi 

pemberi pelayanan antara lain:   

a) Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti, mudah  

dilaksanakan, sehingga terhindar dari prosedur birokrasi yang  

berlebihan dan berbelit-belit.   

b) Pelayanan harus memberikan kejelasan dan kepastian bagi  

penerima layanan.   

c) Pemberi pelayanan diusahakan efektif  dan efisien.   

d)  Pemberi pelayanan harus sesuai dengan kecepatan dan ketepatan  

waktu yang ditentukan. 
20

 

B. Sosialisasi 

1. Pengertian Sosialisasi 

Secara umum Sosialisasi merupakan upaya suatu pihak untuk 

mengenalkan suatu program atau sejenisnya kepada masyarakat luas, 

untuk memudahkan bagi masyarakat yang nantinya akan menjadi bagian 

dari pada pengaplikasian sebuah program atau tujuan lainnya atau sebagai 

upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal.  

Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

setidaknya memiliki 3 (tiga) arti sebagai berikut: Pertama, suatu usaha 

untuk mengubah milik seseorang/perseorangan menjadi milik umum atau 

milik negara. Kedua, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk 

mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. 

                                                           
20Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan 

KepemimpinanMasa Depan, (Bandung: PT. Rafika Aditama), 2019, 244. 
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Ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal 

(KBBI).  

Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian sosialisasi 

sebagaimana dijelaskan melalui KBBI tersebut, apabila dianalisis dalam 

perspektif kajian kebijakan publik, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut:
21

 

Pertama, pengertian sosialisasi sebagai usaha untuk mengubah 

milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara) dilihat dalam 

konteks kajian kebijakan publik menjadi tidak tepat, hal ini didasarkan 

kepada pemahaman bahwa kebijakan publik hakekatnya merupakan 

domain "publik" atau kewenangan/otoritas pemerintah, sehingga proses 

merubah kepemilikan menjadi milik umum bukan bagian dari proses 

kebijakan secara konseptual (memberi pemaknaan terhadap konsep 

utama), tetapi merupakan salah satu isu yang dapat digunakan sebagai 

substansi kebijakan. Dari pemahaman tersebut maka perubahan 

kepemilikan merupakan tindakan pemerintah yang akan memiliki hasil 

atau output berupa produk kebijakan perubahan status kepemilikan yang 

dari awalnya merupakan milik perseorangan atau pribadi menjadi milik 

umum atau negara.  

Kedua, pengertian sosialisasi sebagai proses belajar seorang 

anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan 

masyarakat dalam lingkungannya dilihat dalam konteks kajian kebijakan 

                                                           
21 Dian Herdiana, “Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar,” 2018, 14. 
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publik menjadi tidak tepat, hal ini dikarenakan proses seseorang untuk 

memahami nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan merupakan kajian dari 

rumpun ilmu sosiologi dan/atau ilmu antropologi. Dalam konteks 

kebijakan publik tidak adanya kajian proses pembelajaran dari seorang 

anggota masyarakat secara individu, melainkan mengkaji aktivitas kolektif 

masyarakat atau publik dalam interakasinya dengan permasalahan publik, 

terlebih lagi apabila dikaitkan dengan konteks proses kebijakan publik, 

maka tidak akan dikaji proses pembelajaran yang tengah dilakukan 

seorang anggota masyarakat terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan 

beserta dengan lingkungannya. 
22

 

Ketiga, pengertian sosialisasi sebagai upaya memasyarakatkan 

sesuatu sehingga menjadi dikenal merupakan pengertian yang paling dapat 

diterima dalam konteks kajian kebijakan publik dibandingkan dengan 

kedua pengertian sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Kebijakan yang 

telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga  kebijakan 

tersebut selain dapat terlaksana dengan baik juga mendapatkan dukungan 

dari masyarakat. Kemudian dilihat dari substansi kajian kebijakan publik 

yang mana  proses masyarakat memahami suatu kebijakan hingga 

akhirnya mematuhi atau turut terlibat dalam melaksanakan kebijakan 

tersebut merupakan domain kajian kebijakan publik.  

 

  

                                                           
22 Herdiana, 15. 
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2. Fungsi dan Tujuan Sosialisasi 

a. Fungsi sosialisasi 

Sosialisasi memiliki fungsi umum yang dapat dilihat dari 

dua sudut pandang, yakni:
23

 

a) Sudut pandang individu 

Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu 

membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian 

diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar 

tersebut, seorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena 

mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Masyarakat 

memiliki sebuah sistem sosial yang dapat menentukan anggota 

masyarakat tergolong anggota masyarakat yang baik atau buruk. 

Anggota masyarakat yang baik adalah anggota masyarakat yang 

mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat 

lainnya. Sementara, anggota masyarakat yang buruk adalah 

anggota masyarakat yang tidak atau belum mampu memenuhi 

harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. 

b) Kepentingan masyarakat 

Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai 

sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai 

serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke 

                                                           
23 Afriansyah, “Sosialisasi Publik : Pengertian dan Konsep Umum,” 2018, 21. 
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generasi dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas atau 

karakteristik dari masyarakat tersebut. 

b. Tujuan sosialisasi 

Apabila fungsi sosialisasi dalam sebuah masyarakat sudah 

berjalan secara signifikan, maka tujuan sosialisasi adalah sebagai 

berikut :
24

 

a) Setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-

tengah masyarakat, hal itu terjadi selama individu tersebut 

mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. 

b) Setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan 

budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Individu tersebut 

berarti sudah bisa dikatakan memenuhi harapan masyarakat. 

Dalam lingkup masyarakat yang terikat kuat dengan budaya, 

anggota masyarakat harus bisa mengaplikasikannya sebagai 

perilaku dan kebiasaan. 

c) Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan 

posisinya dalam masyarakat. Hal itu akan membuat individu 

tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d) Setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik 

sesuai nilai dan norma dari masyarakat. 

                                                           
24 Afriansyah, 22. 
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e) Keutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara 

apabila setiap anggota masyarakat memiliki berinteraksi yang 

baik. Interaksi yang baik adalah interaksi yang berdasarkan 

pada pemenuhan peran masing-masing sebagai sesama 

anggota masyarakat.    

 

3. Metode Sosialisasi  

Terdapat berbagai bentuk sosialisasi yang dapat digunakan untuk 

sosialisasi pelayanan publik ini, antara lain:
25

 

a. Sosialisasi sekunder  

Sosialisasi sekunder merupakan bentuk sosialisasi yang 

diterima individu dari lingkungan luar seperti lingkungan 

sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, atau juga dari 

media massa. Sosialisasi sekunder merupakan kelanjutan dari 

sosialisasi primer. 

b. Sosialisasi Partisipatoris 

Sosialisasi ini merupakan bentuk sosialisasi yang 

mengutamakan keikutsertaan individu pada organisasi sosial 

dengan tujuan agar dapat membawa ilmu yang dimiliki kedalam 

organisasi sosial yang diikuti. Sosialisasi ini juga 

mengutamakan keaktifan peran pada objek sosialisasi dalam 

sebuah proses internalisasi norma dan nilai seorang individu. 

 

                                                           
25 Hamidah Silviyah Wanda, “Sosialisasi Pelayanan Publik Berbasis Website,” 2022, 27. 
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c. Sosialisasi Formal  

Sosialisasi formal ini merupakan sosialisasi yang 

dilakukan melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara atau lembaga resmi 

yang dibentuk melalui undang-undang dan peraturan pemerintah 

yang sedang berjalan. Sosialisasi formal merupakan sosialisasi 

yang terkait dengan lembaga formal atau intansi, seperti 

sekolah, instansi pemerintahan, dan lain sebagainya. 

d. Sosialisasi Langsung  

Sosialisasi ini merupakan suatu bentuk sosialisasi yang 

dilakukan secara tatap muka langsung anara komunikan dengan 

masyarakat tanpa menggunakan perantara media atau perantara 

komunikasi. Sosialisasi langsung ini dilakukan seperti ngobrol 

santai dan dapat mengurangi resiko timbulnya hoax atau 

informasi yang tidak sesuai fakta yang ada. 

e. Sosialisasi Tidak Langsung  

Bentuk sosialisasi ini dilakukan menggunakan perantara 

media atau komunikasi, seperti menggunakan media sosial, 

pesan singkat, telepon, email, dan lain sebagainya. sosialisasi 

tidak langsung ini dapat menimbulkan dampak negative seperti 

tercipatanya berita hoax atau berita yang tidak sesuai fakta yang 
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ada sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat tidak 

sempurna.
26

 

f. Sosialisasi Otoratif  

Pada sosialisasi ini individu diberikan kebebasan untuk 

menerima dan menolak perilaku tertentu. sosialisasi otoratif 

memberikan pendekatan kepada individu agar melakukan 

sosialisasi sebagaimana mestinya.  

g. Sosialisasi ekualitatif  

Bentuk sosialisasi yang berdasarkan pada kesamaan 

kedudukan antara yang melakukan sosialisasi dengan pihak 

yang disosialisasi, seperti supervisor yang sedang memberikan 

pengarahan kepada HRD pada sebuah perusahaan. 

 

 

C. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik. 

Perma No 7 tahun 2022 merupakan perubahan atas perma No 1 tahun 

2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara 

elektronik.
27

 Dengan munculnya perma baru ini tidak menghapus atas 

ketentuan perma nomor 1 tahun 2019 melainkan menambahkan aspek-aspek 

tertentu di dalamnya. Perma 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek 

perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut 

                                                           
26 Silviyah Wanda, 28. 
27 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 
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mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam 

kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan 

persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang tidak 

mau melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur 

manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan 

tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. 

Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi 

dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat. 

Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas 

pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.
28

 

Adapun beberapa aspek perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur 

dalam Perma 7 Tahun 2022 sebagai berikut. 

1. Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat 

Berdasarkan Perma 1 Tahun 2019, persidangan elektronik dapat 

diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak penggugat dan tergugat. Jika 

pihak Tergugat tidak setuju atau tidak dapat dimintakan persetujuan karena 

tidak hadir, maka persidangan elektronik tidak bisa dilaksanakan. Prinsip 

ini diubah dalam Perma 7 Tahun 2022. Persidangan secara elektronik 

dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 

Ayat 1).
29

 Dengan demikian, meskipun Tergugat tidak setuju persidangan 

                                                           
28 https://www.pta-pekanbaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-

elektronik-dari-perma-no-1-tahun-2019-ke-perma-no-7-tahun-2022.html Diakses pada : 23 

November 2024 
29 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik 
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elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan 

secara elektronik. Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan 

sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan 

perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6).
30

 Persetujuan Tergugat 

bahkan sama sekali tidak perlukan untuk perkara TUN dan perkara 

Keberatan atas Putusan KPPU. 

2. Perluasan Jenis Perkara 

Perma 7 Tahun 2022 memperluas keberlakuan persidangan 

elektronik untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan 

lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara Pengurusan dan 

Pemberesan harta pailit. Sementara itu untuk upaya hukum daya 

berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya 

hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur tersendiri 

oleh Perma Nomor 6 Tahun 2022. 

3. Perluasan Konsep Domisili Elektronik 

Domisili Elektronik adalah konsepsi baru yang mulai 

diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. Perma Nomor 1 

Tahun 2019 menetapkan surat elektronik (pos-el) sebagai domisili 

elektronik para pihak. Konsep domisili elektronik tersebut kini diperluas 

oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga dapat juga menggunakan 

layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi milik para pihak 

(Pasal 1 angka 3). 

                                                           
30 PERMA Nomor 7 Tahun 2022  
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4. Perluasan Pengguna Layanan 

Layanan pengadilan elektronik hanya dapat digunakan oleh 

Pengguna SIP yang dibedakan antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna 

Lainnya. Pengguna Terdaftar adalah Advokat yang memenuhi syarat yang 

ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Perma 7 Tahun 2022 memperluas 

Pengguna Terdaftar menjadi bukan hanya Advokat tetapi juga Kurator 

atau Pengurus. Perluasan Pengguna Layanan ini menyesuaikan dengan 

perluasan jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik yaitu 

diantaranya pengurusan dan pemberesan harta pailit. 

5. Mengakomodir Perkara Prodeo 

Pada perma no 1 tahun 2019 Layanan administrasi perkara secara 

elektronik meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan perkara 

secara elektronik. Sistem e-Court akan meregistrasi perkara apabila ada 

notifikasi dari sistem perbankan bahwa penggugat telah membayar biaya 

perkara. Dengan mekanisme demikian, perkara prodeo tidak dapat 

didaftarkan melalui layanan e-Court sehingga pihak harus mengeluarkan 

biaya untuk mendatangi gedung pengadilan baik untuk mendaftarkan 

perkara maupun mengikuti persidangan. Perma 7 Tahun 2022 merespons 

hal tersebut dengan membuat ketentuan bahwa Pengguna Terdaftar 

maupun Pengguna Lainnya dapat menggunakan layanan pembebasan 

biaya perkara dengan tahapan mengunggah dokumen permohonan dan 

mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi (Pasal 12). 
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6. Pemanggilan Pihak Non-Pengguna SIP 

Perma 7 Tahun 2022 menerapkan prinsip semua perkara yang 

didaftarkan secara elektronik, disidangkan elektronik meskipun Tergugat 

tidak setuju. Bagaimana dengan pemanggilan Tergugat yang tidak 

terdaftar sebagaimana Pengguna Sistem Informasi Pengadilan. Pasal 15 

dan Pasal 17 Perma 7 Tahun 2022 memberikan jalan keluar dengan 

prosedur sebagai berikut:
31

 

a. Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah 

dicantumkan alamat domisili elektroniknya; 

b. Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, 

pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat; 

c. Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik 

apabila domisili elektroniknya diketahui; 

d. Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili 

elektrnoniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku 

7. Persidangan Elektronik 

a. Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, 

replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: 

b. para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen 

cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara 

Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan; 
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c. setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/ atau 

dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua 

meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan 

d. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan 

oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan 

secara Elektronik dengan surat tercatat 

Persidangan dengan acara pembuktian dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut:
32

 

a. Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak 

telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP. 

b. Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik 

menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya 

diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP. 

c. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli 

dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi 

audiovisual. 

d. Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan 

prasarana pada Pengadilan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang mengkaji secara mendalam terkait 

latar belakang dari fakta fakta sosial baik dari interaksi sosial, individu, 

kelompok maupun instansi.
33

  Dalam hal ini data dan informasi 

bersumber sumber data utamanya diperoleh langsung dari 

masyarakat/pegawai langsung dan berasal dari hasil wawancara dan 

observasi. 

Peneltian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informansi secara langsung terhadap narasumber, untuk 

menggali lebih jelasnya kasus yang terjadi dalam peneltian yang 

dilakukan. Proses penelitian ini ialah dengan pengambilan data dan 

permasalahan yang ada di lapangan (tempat penelitian) terkait dengan 

Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Serta 

Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Terhadap 

Masyarakat Di Lingkungan Pengadilan Agama Metro 

                                                           
33 Susanto, Muhamad Iqbal, dan Wawan Supriyatna, “MENCIPTAKAN SISTEM 

PERADILAN EFISIEN DENGAN SISTEM E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DAN 

PENGADILAN AGAMA SE-TANGERANG RAYA,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 1 

(30 September 2020): 106, https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287. 
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2. Sifat Penelitian 

Pada Penelitian ini mempunyai sifat yang mendeskripsikan 

secara faktual, akurat dan sistematis terkait dengan data yang ada.
34

 Oleh 

karena itu, dalam praktiknya penelitian ini akan memberikan penjelasan 

terkait dengan Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik 

Serta Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 

Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Pengadilan Agama Metro. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data merupakan suatu bahan yang diperoleh dari penelitian 

yang didapatkan, melalui sumber data tersebut penulis dapat menggali 

bahan yang harus digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun dalam pengumpulan sumber data terbagi menjadi dua,
35

 yaitu : 

 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung 

dari subyek penelitian yang merupakan sumber data pertama dari 

sebuah hasil penelitian,  data primer merupakan data yang 

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian 

tertentu. Dengan begitu, sumber data primer merujuk pada asal data 

yang peneliti kumpulkan secara langsung untuk penelitiannya. 

                                                           
34 Akmal, “Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy- Syakhshiyyah) Jurusan 

Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta,”2022, 

53. 
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Penerbit Andi (Anggota IKAPI), 2021, 26. 
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Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi mapun 

pengukuran langsung terhadap suatu objek penelitian.
36

 Kemudian 

untuk mendapatkan data tersebut penulis berusaha memperoleh data 

melalui : Hakim Pengadilan Agama Metro dan para pegawai 

pengadilan serta para pencari keadilan di Pengadilan Agama Metro. 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang 

diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung dalam memperolehnya 

dari subyek peneliti. Yaitu bahan hukum yang bersifat membantu 

bahan hukum  primer dalam proses penelitian lapangan, seperti 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di  Pengadilan secara Elektronik, Jurnal penelitian, 

maupun publikasi Internet, wabsite Pengadilan yang berkaitan dengan 

Pelaksanaan Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, kemudian 

Dokumen-dokumen atau buku pendukung yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

 

 

                                                           
36 Akmal, “Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy- Syakhshiyyah) Jurusan 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Interview (wawancara) 

Teknis wawancara digunakan sebagai teknis pengumpulan data 

dalam penelitian untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. 

Dalam teknik wawancara bahan yang didapat akan lebih spesifik.
37

 

Wawancara ini peneliti lakukan agar dapat mengetahui tentang  

bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Serta 

Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Terhadap 

Masyarakat Di Lingkungan Pengadilan Agama Metro. Adapun 

wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terencana-

terstruktur, yaitu peneliti bertanya berdasarkan daftar pertanyaan yang 

telah disiapkan sebelumnya. Dan juga wawancara yang terencana-tidak 

terstruktur yaitu pertanyaan yang tidak terdapat dalam daftar, namun 

timbul secara spontan selama dalam proses wawancara. Peneliti akan 

melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Para pegawai, 

dan para pencari keadilan Di Pengadilan Agama Metro. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan 

dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi 

                                                           
37 Ahmad Fauzi, et al., Metodologi Penelitian, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada),” 2022, 

80. 
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adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.
38

 

Dokumentasi ini juga selain menjadi salah satu instrumen yang 

digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif juga 

Digunakan untuk mendukung kelengkapan data yaitu berupa dokumen-

dokumen atau catatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sosialisasi 

PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan 

Persidangan Secara Elektronik 

 

D. Teknis Analisis Data 

Teknis analisis data merupakan teknis atau cara untuk mengubah 

data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter 

sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah untuk 

menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian. Analisis data juga 

diartikan sebagai proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses 

penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil 

keputusan dan kesimpulan.
39

 

Pada proses analisis data ini, peneliti mengumpulkan bahan-bahan 

yang telah diperoleh untuk membantu penyelesaikan permasalahan yang 

sedang diteliti. Dalam analisis ini peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk pengumpulan data melalui deskripsi dengan hasil 

wawancara yang telah dilakukan di lapangan, serta mengolah data menjadi 

                                                           
38 Arifin Samsul, Metode Penelitian (Jambi: Pusaka Jambi), 2017, 82. 
39 “Ahmad Fauzi, et al., Metodologi Penelitian, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada),” 82. 
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data yang falid. Dengan demikian peneliti dapat melihat bagaimana 

Pelaksanaan Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Serta Bagaimana Efektivitas 

Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Terhadap Masyarakat Di Lingkungan 

Pengadilan Agama Metro. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan Agama Metro 

Pengadilan Agama Metro dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang 

pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah diluar Jawa- 

Madura.  Setelah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandar  Lampung  berdiri 

pada tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 

20 Tahun 1992, Pengadilan Agama Metro menjadi pengadilan Tingkat 

pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar 

Lampung.
40

 

Pada awal dibentuknya, wilayah hukum Pengadilan Agama Metro ini 

terdiri dari 3 (tiga) kabupaten/kota diantaranya meliputi Kota Metro, 

Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian pada 

tahun 2002, seirig dengan adanya pemekaran daerah Kabupaten Lampung 

Tengah, Kota Metro menjadi Kota Administratif maka kemudian dibentuk 

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mewilayahi hukum Kabupaten 

Lampung Tengah. Pengadilan Agama Metro beralamat di Jl. Jend. Ahmad 

Yani, No. 217  Kota  Metro  sampai  tahun  2008.  Selanjutnya  pada  

                                                           
40 Pofil, “Situs Resmi Pengadilan Agama Metro,” diakses 10 Januari 2024, https://www.pa-

metro.go.id. 
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Tahun  2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jl. Stadion 

24B, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro 

dengan menempati gedung  yang lebih sesuai dengan  prototype yang 

telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana Pembangunan berasal 

dari APBN Tahun  Anggaran  2008/2009  pada  DIPA      Pengadilan  

Agama Metro, dengan No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009. 

Pada tahun  2017  Pengadilan  Agama  Metro  mendapat  kenaikan 

kelas yang semula kelas IB menjadi kelas IA berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan 

Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas 

IB dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Kelas IA. 

Selanjutnya pada tahun 2018 setelah dibentuk Pengadilan   Agama   

Sukadana   dengan   wilayah   hukum   Kabupaten Lampung Timur, maka 

praktis sejak tahun 2018 wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya 

meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro. 

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Metro pada awalnya 

terbagi menjadi 3 meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan 

Kabupaten Lampung Timur.
41

 Dengan seiring adanya pemekaran daerah 

pada tahun 2002, maka dibentuk Pengadilan Agama Gunung Sugih yang 

memiliki wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya pada 

tahun 2018 terbentuk Pengadilan Agama Sukadana dengan wilayah hukum 

                                                           
41 Profil, “Situs Resmi Pengadilan Agama Metro,” diakses 10 Januari 2024, 

https://www.pa-metro.go.id. 
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Kabupaten Lampung Timur. Maka sejak tahun 2018 wilayah yuridis 

Pengadilan Agama Metro hanya meliputi Kota Metro yang terdiri dari 5 

kecamatan dan 22 kelurahan.. 

2. Fungsi Dan Tugas Pengadilan Agama Metro 

     Pengadilan Agama Metro Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 

yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang 

yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah 

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan 

shadaqah serta ekonomi Syari‟ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU 

Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 

Eksekusi. 

2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, 

dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 

3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama Metro. 

4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta. 
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5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam. 

6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan 

deposito / tabungan dan sebagainya. 

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan 

sebagainya. 

 

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro 

1) Visi Pengadilan Agama Metro 

Terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung  

2) Misi Pengadilan Agama Metro 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkadilan bagi pencari 

keadilan 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Metro 
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4. Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1A 

 

5. Wilayah Yuridiksi 

pada tahun 2018 setelah dibentuk Pengadilan Agama Sukadana dengan 

wilayah hukum kabupaten Lampung Timur. Maka  wilayah hukum 

Pengadilan Agama Metro hanya meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota 

Metro yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 kelurahan.
42

 

 

Gambar 4.2 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Metro 

                                                           
42  Profil, “Situs Resmi Pengadilan Agama Metro,” diakses 10 Januari 2024, 

https://www.pa-metro.go.id. 
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6. Data perkara Penggunaan Administrasi dan Persidangan secara 

Elektronik (E-Court) 

Berdasarkan pengumpilan data yang peneliti lakukan, berikut data 

berupa table perkara yang masuk pertahun 2022-2023. 

 

 
BULAN 

GUGATAN PERMOHONAN 

MASUK E-COURT MANUAL MASUK E-COURT MANUAL 

Januari 95 56 39 11 8 3 

 

Februari 
 

62 
 

39 
 

23 
 

4 
 

4 0 

 

Maret 
 

52 
 

52 
 

0 
 

7 
 

7 0 

 

April 
 

53 
 

49 
 

4 
 

7 
 

7 0 

 

Mei 
 

53 
 

53 
 

0 
 

1 
 

1 0 

 

Juni 
 

68 
 

68 
 

0 
 

6 
 

6 0 

 

Juli 
 

50 
 

50 
 

0 
 

8 
 

8 0 

 

 

Agustus 
 

67 
 

64 
 

3 
 

9 
 

9 0 

 

September 
 

61 
 

61 
 

0 
 

3 
 

3 0 

 

Oktober 
 

47 
 

29 
 

18 
 

10 
 

6 4 

 

November 
 

43 
 

38 
 

25 
 

5 
 

2 3 

 

Desember 
 

24 
 

16 
 

8 
 

4 
 

1 3 

 

Jumlah 
 

695 
 

575 
 

120 
 

75 
 

62 13 

 

Tabel 4.1 

Penerimaan Perkara Tahun 2022 di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A 
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Tabel 4.2 

Penerimaan Perkara Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BULAN 

GUGATAN PERMOHONAN 

MASUK E-COURT MANUAL MASUK E-COURT MANUAL 

Januari 66 66 0 11 11 0 

 

Februari 
 

42 
 

42 
 

0 
 

3 
 

3 0 

 

Maret 
 

37 
 

37 
 

0 
 

7 
 

7 0 

 

April 
 

15 
 

15 
 

0 
 

3 
 

3 0 

 

Mei 
 

51 
 

40 
 

11 
 

8 
 

5 3 

 

Juni 
 

51 
 

49 
 

2 
 

11 
 

11 0 

 

Juli 
 

50 
 

49 
 

1 
 

4 
 

4 0 

 

Agustus 
 

49 
 

45 
 

4 
 

8 
 

8 0 

 

September 
 

35 
 

34 
 

1 
 

2 
 

2 0 

 

Oktober 
 

41 
 

41 
 

0 
 

7 
 

7 0 

 

November 
 

47 
 

47 
 

0 
 

8 
 

8 0 

 

Desember 
 

19 
 

19 
 

0 
 

4 
 

4 0 

 

Jumlah 
 

503 
 

484 
 

19 
 

76 
 

73 3 
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B. Deskripsi Proses Pelaksanaan Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 

2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan 

Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro 

Pengaplikasian beracara secara elektronik sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dengan ini sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung  berupa PERMA Nomor 3  Tahun  2018  tentang  

sistem administrasi  berperkara  secara elektronik  yang dalam hal ini di 

sebut E-Court.  Kemudian diperbaharui pada tahun 2019  yaitu 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan 

persidangan secara elektronik serta telah disempurnakan dalam PERMA 

Nomor 7 Tahun 2022. Dan perma tersebut untuk menyempurnakan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dalam hal untuk menerapkan sebuah 

PERMA  pastinya diperlukan sebuah pendekatan kepada para pihak , 

yaitu berupa sosialisai terkait peraturan yang ada di pengadilan agama 

metro. Dalam hal sosialisasi peneliti menggali informas terkait 

sosiaslisasi PERMA No 1 Tahun 2019 sekaligus perma penyempurna 

yaitu PERMA No 7 Tahun 2022. Adapun penelitian ini peneliti 

mengambil informasi dari hakim, patugas bagian PTSP, Pihak 

berperkara, dan para advokat. 

Bapak  Drs. Ahamd Nur, M.H, Selaku Hakim Pengadilan 

Agama Metro Kelas 1 A,Menjelaskan terkait proses Sosialisasi yang 

dilakukan di Pengadilan Agama Metro beliau Mengatakan : 
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„’ ya setiap  PERMA yang akan diterapkan di sebuah 

instansi pemerintah, khususnya pengadilan agama yang 

dibawah naungan Mahkamah Agung pasti akan ada 

penyampaian terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan, bisa di bilang ya  sosialisasi itu, dulu pada 

saat akan di terapkannya PERMA No 1 tahun 2019  juga 

ada sosialisainya. Bahkan perma penyempurna atau perma 

tambahan yaitu PERMA No 7 tahun 2022 juga kami 

sosialisasikan, terkait penerapan perma ya pada saat perma 

itu di keluarkan ya kita wajib menerapkan pada saat itu 

juga, tapi kan ya perlu waktu untuk semua itu, nah jadi 

Setelah sosialisasi itu kita lakukan baru kita terapkan secara 

perlahan  ‘’ 
43

 

 

Restisari   Pratywi,   A.Md.,    selaku   Petugas   Pengelola   

Perkara Pengadilan Agama Metro Kelas I A juga mengatakan : 

‘’terkait sosialisasi perma baru nomor 7 tahun 2022 dulu 

sudah perna ada ya sesuai surat tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, memang 

dulu sebelumnya kita juga sudah mensosialisasikan  perma 

lama juga perma no 1 tahun 2019, perma lamanya gak 

dihilangkan loh ya, tapi di tambah atau ada perubahan aja 

jadi kita dari pihak pengadilan diwajibkan untuk melakukan 

sosialisasi perma-perma terbaru, supaya pihak-pihak lain 

juga bisa memahami perma itu, masa iya mau ada hal yang 

baru tidak kita sosialisasikan. Kalo ada sosialisasi 

sedikitnya bisa mengurangi tugas kami pada saat 

pendaftaran, lah kenapa, kan jadi udah pada tahu 

                                                           
43 Drs. Ahmad Nur. M.H, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Wawancara, 19 

September 2024  
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sebagiannya, dan sebelumnya kita para pegawai juga sudah 

di beri sosialisasikan khusus oleh pak ketua, supaya kita 

pada saat pengimplementasian dengan masyarakat ada 

pegangan dan modalnya juga ’’
44

 

 

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh Drs. Ahmad Nur. 

M.H Selaku hakim Pengadilan Agama Metro dan Restisari   

Pratywi,   A.Md.,    selaku   Petugas   Pengelola   Perkara, 

Pengadilan Agama Metro Kelas I A . Beliau mengatakan Setiap 

Peraturan yang akan di terapkan di Pengadilan Agama Metro tentu 

akan di adakan penyampaian atau sosialisasi terlebih dahulu, 

bahkan salah satu narasumber memberikan informasi bahwa 

sebelum perma itu diterapkan di Pengadilan Agama Metro wajib 

untuk di adakan Sosialisasi kepada para pihak-pihak terkait.  

Maka dari itu terkait sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

Pengadilan Agama Metro sudah mengikuti anjuran SK KMA 

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022  tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, 

dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik , sehinga 

diharapkan mereka dapat memahami fungsi dari E-Court itu 

sendiri.
45

 Setelah itu narasumber Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H  

Juga mengatakan bahwa adanya PERMA baru yaitu PERMA No 

                                                           
44 Restisari   Pratywi,   A.Md.,    selaku   Petugas   Pengelola   Perkara Pengadilan 

Agama Metro Kelas I A, Wawancara, 17 September 2024 
45 Diakses dalam : https://www.pa-metro.go.id/publikasi/berita-terkini/202-kopi-pagi-

bertajuk-sosialisasi-e-court-dan-zona-integritas-pa-metro.html.  Pada tanggal 14 September 2024 

https://www.pa-metro.go.id/publikasi/berita-terkini/202-kopi-pagi-bertajuk-sosialisasi-e-court-dan-zona-integritas-pa-metro.html
https://www.pa-metro.go.id/publikasi/berita-terkini/202-kopi-pagi-bertajuk-sosialisasi-e-court-dan-zona-integritas-pa-metro.html
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7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA No 1 Tahun 2019 

juga sudah di sosialisasikan kepada para pihak di Pengadilan 

Agama Metro. Restisari   Pratywi,   A.Md.,    selaku   Petugas   

Pengelola   Perkara, juga menerangkan terkait telah 

dilaksanakannya sosialisasi atas perma baru yaitu perma nomor 7 

tahun 2022 yang mana beliaupun menegaskan bahwa adanya 

perma baru ini tidak menghilangkan ketentuan-ketentuan yang ada 

pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Selanjutnya narasumber juga 

memberikan informasi terkait sosialisasi khusu yang dilakukan 

kepada seluruh pegawai yang di pimpin oleh Ketua Pengadilan 

untuk mensosialisasikan PERMA No 7 Tahun 2022 supaya 

nantinya pada saat mensosialisasikan kepada masyarakat para 

pegawai sudah mengetahui terlebih dahulu peraturan-peraturan 

yang ada di perma nomor 7 tahun 2022 

Bapak  Drs. Ahamd Nur, M.H, Selaku Hakim Pengadilan 

Agama Metro Kelas 1 A, menyaampaikan terkait proses atau metode 

penyampaian Sosialisasi oleh pihak Pengadilan kepada masyarakat di 

lingkungan Pengadilam Agama Metro  : 

‘’pelaksanaan sosialisasi perma terkait perma baru no 7 

tahun 2022 sosialisasinya kita hamper sama seperti halnya 

sosialisasi perma nomor 1 itu, dengan cara mengundang 

para advokt untuk hadir di Pengadilan untuk mengikuti 

sosialisasi, terkait penyampaian sosialisasi kita hanya 

menyampaikan terkait perubahan-perubahan perma lama 

aja mas, kaya tambahan litigasi, tambahan terkait surat 
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tercatat, prodeo, perubahan hari, dan lainnya. dan di situ 

juga seluruh pegawai  ikut juga untuk melihat proses 

sosialisasinya.. Terkait ketentuan perma nomor 7 tahun 

2022 untuk pengguna lain kita menyampaikan langsung 

juga pada saat pendaftaran, selain sosialisasi langsung kita 

juga ada penyampaian lewat kanal youtube atau media lain. 

Untuk sosialisasi langsung kepada advokat Waktu itu 

sosialisasi perma yang di PA di pimpin oleh bapak panitra 

di Gedung serba guna atau di ruang pertemuan, untuk 

penyampain informasi atau sosialisasi kepada masyarakat 

yang berperkara secara mandiri / pengguna lainnya di 

sampaikan oleh mb resti di bagian meja PTSP.
46

 

 

Dari penjelasan dari Hakim Drs. Ahmad Nur, M.H  

bahwasanya Sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022 telah di lakukan 

di Pengadilan Agama Metro yang mana pada sosialisasi tersebut di 

ikuti oleh para advokat di lingkungan pengadilan Agama Metro dan 

para Pegawai Pengadilan Agama Metro, adapun subtansi 

penyampaian materi hanya menyampaikan terkait perubahan-

perubahan yang telah tertuang di perma nomor 7 tahun 2022 

diantaranya tambahan litigasi, tambahan terkait surat tercatat, 

prodeo, perubahan hari, dan lainnya. Dalam hal menyampaikan 

kepada pengguna lainnya, Pihak Pengadilan Agama metro 

menyampaikan langsung kepada pengguna lainnya secara langsung 

pada saat proses pendaftaran perkara, dan ada juga sosialisasi terkait 

                                                           
46 Drs. Ahmad Nur. M.H, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Wawancara, 19 

September 2024 
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perma nomor 7 tahun 2022 yang dilakukan menggunakan media 

melalui kanal yotube dll. Tekait lokasi sosialisasi untuk para 

advokat yang di lakukan oleh Pihak Pengadilan yaitu di Gedung 

pertemuan.  Berdasarkan informasi dari narasumber Sosialisasi 

Penerapan PERMA tersebut di pimpin langsung oleh Panitra 

Pengadilan Agama Metro.  

 

Restisari   Pratywi,   A.Md.,    selaku   Petugas   Pengelola   

Perkara Pengadilan Agama Metro Kelas I A juga menyampaikan terkait 

proses atau metode penyampaian Sosialisasi oleh pihak Pengadilan 

kepada masyarakat di lingkungan Pengadilam Agama Metro   

‘’Setau saya ya, sosialisasi PERMA dulu secara langsung ya, 

dan kita ngundang pengacara untuk hadir dan ngikutin 

agenda itu, dan sosialisasi di pimpin langsung secara tatap 

muka oleh pak panitra pak zaial selain sosialisasi langsung 

kepada pengacara kita juga sosialisasi langsung kepada 

pengguna lainnya pada saat dia daftar. terkait sasaran 

sosialisasi ya itu yang ada di perma dek, kan ada pengguna 

terdaftar dan pengguna lainnya, itulah sasaran atau target 

untuk dapat kita sosialisasikan’’
47

 

 

 Dari penjelasan Restisari   Pratywi,   A.Md. Selaku petugas 

bagian Administrasi E-Court juga menjelaskan bahwasanya sosialisasi 

PERMA No 7  Tahun 2022 tentang administrasi pekara dan 

persidangan secara elektronik yang sebelumnya PERMA No 1 Tahun 

2019 , dilaksanakan dengan cara sosialisasi langsung kepada para 

                                                           
47 Restisari   Pratywi,   A.Md.,    selaku   Petugas   Pengelola   Perkara Pengadilan 

Agama Metro Kelas I A, Wawancara, 17 September 2024 
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kalangan pengacara yang di pimpin langsung oleh panitra bapak. Zainal 

Arifin, S.H, MH Selain sosialisasi secara langsung kepada pengacara 

pihak pengadilan juga mensosialisasikan kepada pengguna lainnya pada 

saat pendaftaran. Selain itu, narasumber juga menjelaskan terkait 

target/sasaran sosialisasi yaitu (pengguna terdaftar) seperti advokat dan 

kurator dan (pengguna lainnya) yaitu subjek hukum selain pengguna 

terdaftar .  

Selain itu Drs. Ahmad Nur, M.H  Hakim Pengadilan Agama Metro 

Kelas 1 A, menjelaskan terkait setelah terlaksananya sosialisasi : 

‘’Setelah sosialisasi perma baru itu dilaksanakan dan selesai, 

alhamdulillah dapat respon baik  dari para advokat / 

pengacara, proses pengaplikasiannya juga bagus, baik dari 

proses administrasi pembayaran, panggilan, dan lainnya bisa 

jalan sesuai dengan yang diharapkan, mungkin satu mas yang 

kurang maxsimal disini terkait sidang haybrit. Selain itu lancar 

karena dengan adanya perubahan poin poin yang ada di perma 

mungkin ini malah bisa bikin makin cepet kelar pekerjaan 

mereka, dan biaya pun lebih murah.’’
48

 

 

Dari Drs. Ahmad Nur, M.H yang menjelaskan terkait setelah 

terlaksananya sosialisasi langsung di pengadilan Agama Metro 

yang di hadiri oleh para advokat di lingkungan Pengadilan Metro , 

mendapat respon baik dan pengaplikasian yang baik untuk  para 

pengguna  terdaftar  (advocat). Dengan adanya tambahan atau 

perubahan perma para advokat terbantu serta dengan adanya 

sosialisasi yang diadakan oleh Pengadilan Agama Metro  sehingga 

                                                           
48 Drs. Ahmad Nur. M.H, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Wawancara, 19 

September 2024 
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dapat menggunakan E-Court  untuk berperkara dan tercapainya 

asas E-Court  yaitu cepat dan biaya ringan, baik dari proses 

administrasi pembayaran, panggilan, dan lainnya. Selanjutnya 

narasumber Bapak. Drs. Ahmad Nur, M.H juga menyampaikan 

terkait kekurangan dalam penerapan perma yaitu  kurang minat 

para pihak perkara dalam proses beracara secara elektronik dan 

juga secara hybrit. 

 

C. Analisis Efektivitas Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan 

Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro. 

Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu/instansi  

membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri 

terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, 

seorang individu /instansi bisa diterima oleh masyarakat karena mampu 

menjadi instansi Lembaga yang baik. Masyarakat memiliki sebuah sistem 

sosial yang dapat menentukan instansi/lembaga tergolong penyelenggara 

negara yang baik atau buruk. Lembaga negara/intansi yang baik adalah 

intansi pemerintahan yang mampu memenuhi harapan umum dari anggota 

masyarakat lainnya. Sementara, . Lembaga negara/intansi yang buruk 

adalah. Lembaga negara/intansi yang tidak atau belum mampu memenuhi 

harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. 

Hadirnya PERMA NO 7 Tahun 2022 adalah upaya Mahkamah 
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Agung untuk terus berinovasi terkait peradilan Indonesia menjadi 

peradlan yang modern dan berkelas dunia.
49

  Hal ini bertujuan untuk 

memberi pelayanan bagi masyarakat pencari  keadilan  baik  dari  

pengguna  terdaftar  (advokat),  maupun bagi pengguna lainnya (Mandiri). 

Melalui E-Court dalam penerapan proses beracara secara elektronik ini 

dirasa dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh para pencari 

keadilan terlebih dalam proses yudisial yaitu baik berupa keterlambatan, 

ketiadaan akses maupun kendala lainnya. Adapun pada penelitian ini 

peneliti menggali informasi dari para pencari keadilan terkait proses 

sosialisasi dan efektivitas sosialisasi PERMA No 7 Tahun 2022 dengan 

narasumber sebagai berikut: 

Keterangan dari Advokat yaitu, Bapak Rendi Burhan Sadewa, 

S.H terkait pelaksanaan Sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022, 

mengatakan : 

‘’sosialisasi perma nomor 7 itu tentang perubahan perma lama 

kan ya mas? Perma nomor 1 tahun 2019 kalo ndak salah. Iya 

terkait sosialisasi perma itu dulu iya ada, kita di jelaskan terkait 

perubahan-perubahan pasal di dalamnya. Terkait perubahan 

yang menonjol ya mas ya itu mas terkait penambahan untuk 

panggilan sekarang bisa pakai pesan singkat atau whatapp, kalo 

dulu kan hanya melalui alamat email, selain itu juga ada terkait 

sidang litigasi, haybrit, dan ada itu mas pengajuan perkara 

tanpa biaya atau prodeo’’
50

 

 

                                                           
49 https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/menuju-

peradilan-mordern-berkelas-dunia.  
50 Rendi Burhan Sadewa, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar), Wawancara 25 November 2024  

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/menuju-peradilan-mordern-berkelas-dunia
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/menuju-peradilan-mordern-berkelas-dunia
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Keterangan dari Advokat yaitu, Bapak. Gilang Gumelar, S.H 

terkait pelaksanaan Sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022, mengatakan : 

‘’ setau saya ada ya mas, dulu pernah disosialisasikan ke para 

pengacara, dan sosialisasi itu dilaksanakan secara tatap muka 

di pengadilan agama metro. Terkait siapa yang mimpin lupa 

saya ya mas, pasti kalo terkait peraturan administrasi yang 

nyampein panitranya’’
51

 

 

Keterangan dari Advokat yaitu, Bapak Fauzi, S.H terkait 

pelaksanaan Sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022, mengatakan : 

‘’sosialisasi perma no 7 tahun 2022 ya? pernah mas diadakan 

sosialisasi, tapi hanya di lakukan, sosialisasi pas itu yg hadir 

seluruh pegawai PA kayaknya dan juga para advokat yang ada 

di kota metro,
52

 

 

Dari hasil wawancara para advokat diatas, Sosialisai terkait 

PERMA No 7 tahun 2022 telah dilaksanakan oleh pihak yang 

berwenang, yaitu Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Sosialisasi 

dilakukan dengan cara sosialisasi langsung/tatap muka antara pihak 

Pengadilan dan Para Pengacara. Dari hasil wawancara di atas, 

sosialisasi PERMA itu di pimpin langsung oleh Panitra Pengadilan. 

Adapun topik pembahasan dalam sosialisasi yang dilaksanakan antara 

lain terkait perubahan-perubahan pasal yang di ubah dari perma 

sebelumnya. Beliaupun menyampaikan terkait perubahan terkait 

                                                           
51 Gilang Gumelar, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar),  Wawancara 02 Oktober 2024 
52 Bapak Fauzi,S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar),  Wawancara, September 2024 
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penambahan untuk panggilan, dimana sebelum perma nomor 7 tahun 

2022 ini keluar pemanggilan hanya dilakukan menggunakan alamat 

elektronik berupa email tetapi dengan adanya penambahan di perba 

baru ini pemanggilan secara elektronik sekarang dapat menggunakan 

pesan singkat atau pesan whatapp. Selain dari pada itu salah satu 

advokat juga menyampaikan terkait perubahan yang ada pada perma 

Nomor 7 Tahun 2022 yaitu sidang litigasi, sidang haybrit, juga 

pengajuan perkara tanpa biaya atau prodeo. 

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Para Pihak 

Berperkara yang menjelaskan terkait perubahan yang terkandung dalam 

perma nomor 7 tahun 2022  

1. Pendaftaran Di sarankan Secara Elektronik 

Pendaftaran perkara secara elektronik menjadi tujuan 

penting yang terus di kedepankan mahkamah agung untuk lebih 

mudahnya dalam proses pengadministrasian perkara. 

Dalam hal ini wawancara dengan Advokat (Penggua 

Terdaftar) Bapak. Mindra,, S.H Mengatakan : 

‘’ Kita pasti tau lah terkait daftar elektronik, itu sudah hal 

yang wajib untuk kita para advokat, karena itu yang bisa 

bikin kita makin cepat dalam beracara, dari daftar, bayar, 

panggilan dan sidang pakai elektrnik itu sangat memantu 

banget itu mas’’ 

 

Kemudian wawancara dengan Perkara mandiri (Penggua 

Lainnya) Bapak. RWD Mengatakan : 
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‘’ Iya mas, saya ndaftar tadi memang di suruh secara 

elektronik pake aplikasi e-court itu mas, dan terkait daftar 

pakai e court dan sekaligus sidang pake e-court ternyata 

biayanya beda jauh mas tadi pas saya di kasih tau sama 

mb di pendaftaran, jadi ya saya tertarik pakai e-court itu 

walaupun nanti gimana caranya yang penting daftar 

dulu,
53

’’ 

 

Dari penjelasan dari para pihak, baik pihak Pengguna 

Terdaftar dan Pengguna Lainnya, dalam proses pendaftaran 

perkara sudah menggunakan pendaftaran elektronik, di sisilain 

mereka juga menyampaikan terkait kelebihan-kelebihan apabila 

pendaftaran di lakukan secara elektronik. 

2. Perluasan Konsep Domisili Elektronik 

Domisili Elektronik adalah konsepsi baru yang mulai 

diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. Konsep domisili 

elektronik tersebut kini diperluas oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 

sehingga dapat juga menggunakan layanan pesan singkat atau pesan 

whatapp (messaging services) yang terverifikasi milik para pihak 

(Pasal 1 angka 3) 

 

Dalam hal ini wawancara dengan advokat (Pengguna 

Terdaftar) Bapak. Rendi Burhan Sadewa, S.H Mengatakan : 

                                                           
53 Bapak RWD (Pihak Mandiri /Pengguna Lainnya),  Wawancara, November 2024 
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‘’Domisili elektronik itu domisili untuk mengirimkan surat 

berupa surat undangan sidang dan surat-surat lainnya 

yang di gunakan dalam proses persidangan, selama ini 

kita juga sudah pakai domisili elektronik’’
54

 

Kemudian wawancara dengan Perkara mandiri (Penggua 

Lainnya) Ibu. SR.W Mengatakan : 

‘’ Domisili elektronik itu yang buat ngirim informasi itu 

kan ya mas pada saat mau sidang, untuk itu udah tau mas, 

memang saya sekarang pakai domisili elektronik kalo 

punya saya lewat pesan singkat mas’’
55

 

Dari penjelasan para pihak terkait domisili elektronik yang 

telah diterapkan oleh pihak Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, 

para pihak berperkara baik pengguna terdaftar dan pengguna lainnya 

sudah mengunakan Alamat domisili elektronik yaitu berupa nomor 

telepon atau whatapp (messaging services) 

3. Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat.  

Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang 

perkara didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 Ayat 1).
56

 Dengan 

demikian, meskipun Tergugat tidak setuju persidangan elektronik 

dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara 

elektronik.  

                                                           
54 Rendi Burhan Sadewa, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar),  Wawancara, November 2024 
55 Ibu. SR.W (Pihak Mandiri /Pengguna Lainnya),  Wawancara, November 2024 
56 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik 
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Dalam hal ini wawancara dengan advokat (Pengguna 

Terdaftar) Bapak. Rendi Burhan Sadewa, S.H Mengatakan : 

‘’Dalam proses sidang ini memang benar apabila perkara 

di  daftarkan secara elektronik maka persidangagn juga 

dilaksanakan secara elektronik. Menurut sepengetahuan saya 

dan yang sudah saya alami memang sebaiknya demikian, 

sidang harus dilakukan secara elektronik, tapi kalua di sini 

nggak semua perkara yang di daftarkan secara elektronik 

terus di sidangkan secara elektroik, ini kaya saya , sekarang 

sidang pembacaan gugatan harus sidang manual di ruangan, 

sedangkan perkara saya sudah elektronik. Harusnya misal T 

nya tidak bersedia kan harusnya tetap elektronik tapi yang 

hybrit jadi T nya mengajukan berkas jawaban di pengadilan. 

Tapi kadang ya ada juga yang elektronik pakai e-court itu’’
57

 

Dari penjelasan Advokat (Pengguna Terdaftar)  Bapak Rendi 

Burhan Sadewa, S.H, beliau sudah mengetahui terkait Persidangan 

Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat, menurut pendapat dari 

narasumber perkara yang di daftarkan secara elektronik harusnya di 

sidangkan secara elektronik, tetapi dalam fakta dilapangan dimana 

pada perkaranya sendiri yang mana perkara tersebut telah terdaftar 

secara elektronik tetapi sidangnya masih di lakukan secara manual. 

Beliaupun berharap apabila pihak Tergugat merasa keberatan dalam 

proses sidang secara elektronik pihak pengadilan menyarankan 

terkait sidang secara Hybrit.  

 

                                                           
57 Rendi Burhan Sadewa, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar),  Wawancara, November 2024 
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Kemudian wawancara dengan Perkara mandiri (Penggua 

Lainnya)  AW Mengatakan : 

‘’Untuk sidang elektronik ini kebetulan lawan saya pengacara 

ya mas, jadi dari sana minta proses sidangnya kalau bisa 

elektronik, kalo tau nggaknya kalo harus elektronik tau ya, 

yang gak tau itu gimana caranya untuk sidang elektronik itu 

kek mana, tapi kebetulan juga saya sidang minta kawanin adek 

saya dan syukurnya pada saat pendaftaran kemarin dia juga 

ikut, pas di jelasin prosesnya adek saya yang paham jadi untuk 

proses sidang elektronik saya di bantu adek saya mas’’ 
58

 

 

Dari keterangan Pihak Berperkara Mandiri ( Pengguna Lainnya) 

yaitu Ibu AW telah mengetahui terkait sidang elektronik dengan tanpa 

persetujuan pihak tergugat, tapi dalam proses beracara secara elektronik 

beliaupun belum memahami proses-prosesnya, sehingga tahapan-

tahapan persidangan secara elektronik yang lawan perkaranya 

merupakan advokat pihak tersebut dibantu oleh adiknya yang lebih 

memahami terkait beracar secara elektronik. 

 

Efektivitas Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di  

Pengadilan  Agama  Metro Kelas IA dalam hal ini pengguna terdaftar 

menjelaskan bahwa Sosialisasi yang di lakukan dapat bermanfaat seta 

mempermudah dalam proses beracara. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan advokat yaitu, Bapak Rendi Burhan Sadewa, S.H 

‘’ya dengan adanya sosialisasi perma nomor 7 ini ya pastinya kita 

                                                           
58 Ibu AW (Pihak Mandiri /Pengguna Lainnya),  Wawancara, November 2024 
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selaku pengacara ya mengucapkan terimakasih sehingga kami 

bisa mengetahui secara detail terkait perubahan-perubahan pokok 

dari perma yang sebelumnya, dan itupun juga membuat kita lebih 

gesit lagi dalam bekerja bisa tambah professional lagi dalam 

penyelesaian perkara sehingga kita juga bisa mengerjakan hal 

lain kalu proses sidangnya bisa elektronik’’
59

 

Kemudian Advokat Bapak. Arsyil Mangku Tantowi, S.H., 

mengatakan: 

“Berkat Sosialisasi Perma baru ini, ya kita bersyukur ya karena 

pekerjaan kita di permudah lagi, karena sekarang kita bisa sidang 

secara elektronik walau tanpa persetujuan tergugat walaupun 

juga ini ya tidak semuanya bisa sidang secara elektronik, tapi ya 

lumayan lah dari yang sebelumnya, misal sebelumnya sidang 

elektronik T nya gak setuju ya lanjut manual, kalo yang ini kan 

Sebagian bisa secara elektronik
60

 
 

Dari   penjelasan   yang   telah di paparkan   dari   pencari 

keadilan bagi pengguna terdaftar (advokad) dalam hal pemaparan / 

sosialisasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Atas Perubahan Perma 

Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Metro Kelas IA tentunya 

telah terealisasi, sebab para pihak pengguna dapat memahami terkait 

isi dari PERMA itu sendiri baik perbedaan antara Perma Nomor 1 

Tahun 2019 Dengan Perma Nomor 7 tahun 2022 yang baru, sehingga 

para pengguna Terdaftar sangat berminat untuk melangsungkan 

proses beracara secara elektronik di pengadilan agama metro tanpa 

persetujuan pihak tergugat walaupun tidak semua perkara yang 

                                                           
59 Rendi Burhan Sadewa, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar),  Wawancara, November 2024 
60 Arsyil Mangku Tantowi, S.H (Advokat / PenggunaTerdaftar), Wawancara, 02 Oktober  

2024 
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didaftarkan melalui elektronik bisa di sidangkan secara elektronik, 

sehingga proses beracara dari proses mengunggah dokumen, 

melakukan verifikasi dimanapun dan kapan saja hanya dengan   

memanfaatkan alat komunikasi seperti smartphone   atau   komputer   

atau   laptopnya.  

.  

Berdasarkan dari penggalian data dari bagian Arsip penerimaan 

perkaradi Pengadilan Agama Metro Pendaftaran menggunakan E-

Court  sudah terlaksana dengan baik dilihat dari progres 

pencatatan bagian perkara, menggunakan E-Court. Berikut daftar 

perkara tercatat : 

 

 
BULAN 

GUGATAN PERMOHONAN 

MASUK E-COURT MANUAL MASUK E-COURT MANUAL 

Januari 95 56 39 11 8 3 

 

Februari 
 

62 
 

39 
 

23 
 

4 
 

4 0 

 

Maret 
 

52 
 

52 
 

0 
 

7 
 

7 0 

 

April 
 

53 
 

49 
 

4 
 

7 
 

7 0 

 

Mei 
 

53 
 

53 
 

0 
 

1 
 

1 0 

 

Juni 
 

68 
 

68 
 

0 
 

6 
 

6 0 

 

Juli 
 

50 
 

50 
 

0 
 

8 
 

8 0 

 

Agustus 
 

67 
 

64 
 

3 
 

9 
 

9 0 

 

September 
 

61 
 

61 
 

0 
 

3 
 

3 0 

 

Oktober 
 

47 
 

29 
 

18 
 

10 
 

6 4 

 

November 
 

43 
 

38 
 

25 
 

5 
 

2 3 
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Tabel 4.3 

Penerimaan Perkara Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A 

 

Tabel 4.3 

Penerimaan Perkara Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A 

 

Untuk mewujudkan tersampaikannya penyampaian informasi atau 

sosialisasi dengan tepat, dibutuhkan teori  target atau tujuan sosialisasi, 

dengan siapa sosialisasi akan di berikan seperti halnya pihak birokrasi 

 

Desember 
 

24 
 

16 
 

8 
 

4 
 

1 3 

 

Jumlah 
 

695 
 

575 
 

120 
 

75 
 

62 13 

 

 
BULAN 

GUGATAN PERMOHONAN 

MASUK E-COURT MANUAL MASUK E-COURT MANUAL 

Januari 66 66 0 11 11 0 

 

Februari 
 

42 
 

42 
 

0 
 

3 
 

3 0 

 

Maret 
 

37 
 

37 
 

0 
 

7 
 

7 0 

 

April 
 

15 
 

15 
 

0 
 

3 
 

3 0 

 

Mei 
 

51 
 

40 
 

11 
 

8 
 

5 3 

 

Juni 
 

51 
 

49 
 

2 
 

11 
 

11 0 

 

Juli 
 

50 
 

49 
 

1 
 

4 
 

4 0 

 

Agustus 
 

49 
 

45 
 

4 
 

8 
 

8 0 

 

September 
 

35 
 

34 
 

1 
 

2 
 

2 0 

 

Oktober 
 

41 
 

41 
 

0 
 

7 
 

7 0 

 

November 
 

47 
 

47 
 

0 
 

8 
 

8 0 

 

Desember 
 

19 
 

19 
 

0 
 

4 
 

4 0 

 

Jumlah 
 

503 
 

484 
 

19 
 

76 
 

73 3 
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yang melayani masyarakat yang dalam hal ini Pengadilan Agama 

Metro Kelas I A harus memiliki target sosialisasi tersebut. 

Berdasarkan analisis data yang dapat peneliti tulis, bahwasanya dalam 

proses sosialisasi Pengadilan Agama Metro sudah memiliki target 

sosialisasi yang dalam hal ini adalah (Pengguna Terdaftar) yaitu 

advocat/kurator , yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP 

dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, 

dan (Pengguna Lainnya) adalah masyarakat atau subjek hukum selain 

pengguna terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP 

dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. 

Sehingga dengan adanya target sosialisasi tersebut diharapkan 

sosialisasi yang di lakukan oleh pihak Pengadilan Agama Metro dapat 

tersampaikan dengan tepat.  

Setelah peneliti mengetahui terkait taget sosialisasi di Pengadilan 

Agama Metro Kelas I A, selanjutnya peneliti menganalisis data terkait 

sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Dan Persidangan 

Di Pengadilan Secara Elektronik yang dilakukan oleh pihak 

Pengadilan Agama Metro. Bahwa dari hasil analisis oleh peneliti, 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan Agama Metro telah 

dilakukan, dimana Pengadilan Agama Metro berupaya untuk 

mengenalkan suatu program yang dalam hal ini adalah PERMA 

Nomor 7 Tahun 2022 kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk 
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memudahkan bagi masyarakat yang nantinya akan menjadi bagian dari 

pengaplikasian sebuah perma tersebut atau sebagai upaya 

memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal oleh masyarakat.  

Selanjutnya Peneliti juga menganalisis terkait metode 

sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro Kelas I A. 

Adapun media sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan 

Agama Metro menggunakan jenis metode sosialisasi langsung dan 

metode sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung berdasarkan 

teori sosialisasi yaitu sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka 

langsung antara penyampai materi dengan masyarakat tanpa 

menggunakan perantara media atau alat komunikasi  lainnya. 

Sosialisasi ini yaitu seperti sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan 

agama metro yaitu sosialisasi langsung antara pegawai yang 

mensosialisasikan kepada para pengguna layanan baik pengguna 

terdaftar dan juga pengguna lainnya. Selain itu juga pihak Pengadilan 

Agama Metro juga melakukan sosialisasi PERMA secara tidak 

langsung seperti halnya sosialisasi yang dilakukan dengan 

menggunakan media internet ataupun aplikasi lainnya. 

Efektivitas sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik e-court 

dalam analisis peneliti yang di ambil berdasarkan teori efektivitas, 

bahwasanya dapat dikatakan efektiv atau tidaknya, terdapat beberapa 
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unsur yang harus di penuhi oleh penyedia layanan baik organisasi atau 

institusi. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut ; 

Pertama Terdapat tujuan yang hendak di capai oleh sebuah 

Lembaga atau institusi, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Metro 

memiliki tujuan yang ingin di capai terkait sosialisasi PERMA Nomor 7 

Tahun 2022 ini adalah supaya dikenalanya terkait isi PERMA ini antara 

lain tentang administrasi pendaftara secara elektronik, proses 

pemanggilan elektronik dan juga persidangan secara elektronik 

terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat yang nantinya akan 

berhadapan dengan proses berperkara di Pengadilan Agama Metro.   

Kedua Selain itu untuk tercapainya tujuan efektiv atau tidaknya 

suatu program, penyelenggara juga harus memiliki kejelasan strategi 

dalam mensosialisasikan PERMA, telah diketahui bahwa strategi atau 

cara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro dalam menyebarkan 

informasi terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2022 ini yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat luas 

secara langsung dan juga menggunakan media internet dan web site. 

Pada sosialisasi ini terdapat dua subjek tujuan sosialisasi, yaitu 

sosialisasi kepada pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Dalam 

sosialisasi dengan pengguna terdaftar, pihak pengadilan agama metro 

mengumpulkan dan mengundang para advokat di lingkungan agama 

metro untuk mengikuti proses sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022  

di pengadilan agama yang dilaksanakan di aula pengadilan yang di 
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hadiri oleh seluruh pegawai pengadilan dan juga di pimpin langsung 

oleh panitra Pengadilan Agama Metro. Untuk pengguna lainnya, 

sosialisasi di lakukan oleh pihak pengadilan pada saat pihak berperkara 

mendaftarkan perkaranya di meja pelayanan terpadu. 

Ketiga Selanjutnya proses perumusan kebijakan yang mantap. 

Dimana terkait perumusan kebijakan tersebut Pengadilan Agama Metro 

mengambil sebuah kebijakan berdasarkan peraturan yang ada yaitu 

kebijakan kepada para pihak berperkara di sarankan untuk dapat 

menggunakan layanan pendaftaran secara elektronik serta proses 

berperkara secara elektronik menggunakan (e-court), sehingga tujuan 

yang telah di harapkan oleh Pihak Pengadilan dapat tercapai dengan 

perantara strategi berupa sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak 

langsung menggunakan  perantara media internet dan web site.  

Keempat Perencanaan yang matang, Pengadilan Agama Metro 

telah merencanakan terkait sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 

ini dengan matang, hal tersebut dapat diketahui bahwa sebelum 

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas, pihak pengadilan 

agama metro mengadakan sosialisasi khusus kepada para pegawai yang 

di hadiri seluruh pegai Pengadilan Agama Metro yang di pimpin oleh 

Ketua Pengadilan Agama Metro sehingga sebelum memberikan 

pengetahuan terkait PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kepada masyarakat, 

para pegawai harus sudah mengetahui perma itu terlebih dahulu yang 
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bertujuan agar para pegawai dapat memberikan informasi dan layanan 

kepada masyarakat dengan baik.  

Kelima Selanjutnya Penyusunan program yang tepat, suatu 

rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program 

pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para pelaksana akan 

kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Menyusun program 

yang tepat, dalam hal ini Program beracara secara elektronik / E-Court 

yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan PERMA Nomor 

7 Tahun 2022. Hal tersebut merupakan sebuah program yang bagus dan 

tepat, dimana program e-court tersebut dapat meringankan segala hal 

yang berkaitan dengan proses beraca, dalam hal ini Pengadilan Agama 

Metro terus berupaya mensosialisasikan terkait program e-court atau 

PERMA Nomor 7 tahun 2022 ini kepada para pengguna layanan 

sehingga para pengguna memiliki pedoman dan petunjuk untuk 

melakukan pendaftaran dan proses berperkara secara elektronik.  

keenam tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu 

indikator Efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara 

produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin 

disediakan oleh organisasi atau institusi. Dalam hal ini Pengadilan 

Agama Metro telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang 

terkait PERMA Nomor 1 tahun 2022 Tentang Administrasi Dan 

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Atau E-Court, berupa 

sebuah informasi satau sosialisasi kepada para pengguna dan juga 
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sarana pendukung terlaksananya Proses beracara secara elektronik (e-

court) yaitu berupa aplikasi e-court, serta unit computer untuk para 

pegawai  yang terintegrasi dengan SIP Pengadilan untuk memantau 

berjalannya proses berperkara para pihak.  

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, Selain unsur-unsur 

efektivitas yang harus di penuhi oleh sebuah organisasi atau institusi 

pemerintah, Adapun unsur atau teori efektivitas berdasarkan teori 

efektivitas pelayan public sebagai berikut.  

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan  

publik, mendifinisikan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian  

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan  

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk  

atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh  

administrator.61 Oleh karena itu, ada 3 hal untuk mengukur kepuasan 

dan kualitas  pelayanan publik, yaitu :    

1. Pihak birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang  di layani 

sama-sama mendapatkan kemudahan dan memahami  kualitas 

pelayanan tersebut. Dalam hal ini Pengadilan Agama Metro dan 

masyarakat yang berperkara sama-sama mendapat kemudahan serta 

memahami berkaitan dengan hasil sosialisasi. Pihak pengadilan di 

mudahkan dalam pengimplementasian PERMA Nomor 7 tahun 2022 

atau E-Court dan masyarakat di mudahkan dalam proses berperkara 

                                                           
61 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
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baik dari proses pendaftaran, pemanggilan, biaya panjar serta 

persidangan secara elektronik, sehingga dapat meringankan dalam 

segala hal, baik proses beracara dengan cepat, sederhana dan biaya 

murah. 

2. Pihak birokrasi  yang melayani harus lebih memahami   dan 

mengevaluasi kualitas pelayanan publik daripada  masyarakat yang 

dilayani. Dalam hal ini pihak pengadilan sudah lebih memahami 

terkait PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atau E-Court ini, dimana para 

pegawai telah di berikan wawasan atau sosialisasi oleh ketua 

pengadilan terkait PERMA tersebut sehingga apabila para pihak 

berperkara mengalami kusulitan dan membutuhkan bantuan terkait 

e-court, pihak pegawai dapat membantu dan memberikan informasi 

yang kongkrit yang di dasari dari hasil sosialisasi khusus para 

pegawai pengadilan.  

3. Masyarakat yang dilayani dapat  memahami proses dan kualitas 

pelayanan   yang   diberikan  oleh pihak birokrasi  sebagai pelayanan  

publik.
62

 Dalam hal ini masyarakat sedikitnya sudah memahami 

berkaitan hasil sosialisasi yaitu tentang administrasi dan berperkara 

secara elektronik, dimana para pihak dapat mengimplementasikan 

terkait isi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan 

persidangan di pengadilan secara elektronik e-court , baik dari 

proses pendaftaran, pemanggilan, pembayaran panjar serta litigasi 

                                                           
62 “Sastrio Mansyur, „Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi 

Publik‟,  Jurnal Academika Fisip Untad, Vol.05, Nomor 01,2019, 965. 
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walapun terdapat beberapa hal terkait proses persidangan secara 

elektronik (litigasi) yang belum di fahami secara menyeluruh oleh 

pihak perkara mandiri/ Pengguna Lainnya 

 

Dengan demikian, sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 

yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A Dapat 

dikatan sudah efektiv atau sudah berjalan dengan baik dengan analisis 

berdasarkan teori efektivitas organisasi atau institusi dan juga teori 

efektivitas  pelayan publik. Kesesuaian PERMA Nomor 7 Tahun 2022  

tentang  Administrasi  Perkara dan  Persidangan  di  Pengadilan Secara 

Elektronik, bahwasanya apabila dilihat dari tabel penerimaan perkara 

yang masuk di Pengadilan Agama Metro Kelas IA Pendaftaran 

elektronik melalui E-Court ini sudah berjalan dengan baik oleh 

Pengadilan maupun para pencari keadilan, namun dalam konteks proses 

beracara /sidang secara elektronik kurang berjalan dengan maksimal 

terkhusu bagi pengguna lainnya.  

Berkaitan dengan pendaftaaran secara elektronik, pada 

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 apabila dalam proses pendaftaran 

perkara ini dilakukan secara elektronik maka proses persidangan juga 

dilaksanakan secara elektronik. Persidangan secara elektronik atau 

biasa disebut dengan Litigasi ini dimulai ketika proses mediasi 

dinyatakan telah gagal dan dilanjutkan pada proses beracara 

berikutnya.  Dalam pelaksanaanya yaitu di Pengadilan Agama Metro  
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berbeda,  karena pengadilan Agama Metro belum menerapkan semua 

ketentuan yang ada pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Seperti 

bilamana pihak tergugat tidak menyetujui persidangan secara 

elektronik pada sidang tersebut, pihak Pengadilan Agama Metro Kelas 

IA akan melakukan persidangan secara manual seperti ketentuan 

pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sementara itu di ketentuan 

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa walaupun tergugat 

tidak setuju, persidangan akan tetap dilanjutkan secara elektronik. 

Namun dengan demikian, Pihak Pengadilan Agama Sudah berupaya 

untuk memberikan informasi dan  layanan kepada masyarakat para 

pencari keadilan, baik berupa proses pendaftaran, informasi terkait 

pembayaran panjar, informasi terkait panggilan elektronik dan juga 

sidang elektronik sudah diberikan sesuai dengan kewajiban pihak 

pengadilan untuk terus membantu dan melayani masyarakat, sehingga 

para pencari keadilan juga harus terus memaksimalkan dalam 

memahami kemajuan teknologi dizaman ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A.  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian serta pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil 

dari penelitian yang berjudul “Efektivitas sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022 

Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (E-

Court) yaitu: Pelaksanaan sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 oleh 

Pihak Pengadilan Agama Metro Kelas I A telah dilaksanakan kepada para 

pengguna terdaftar (advokat) dan para pengguna lainnya (Masyarakat 

berperkara mandiri), yaitu dengan cara mensosialisasikan secara langsung 

kepada Para pencarari keadilan dan juga sosialisasi tidak langsung dengan 

menggunakan media internet. Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang 

dilakukan oleh Pihak Pengadilan Agama Metro Kelas I A sudah Efektiv atau 

sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya penerapan yang 

baik dari proses Administrasi pendaftaran elektronik, pembayaran panjar, 

panggilan sidang elektronik hingga ke persidangan  yang sudah  berjalan 

sesuai peraturan walaupun dalam proses persidangan secara elektronik atau e-

litigasi belum berjalan secara menyeluruh. 
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B.  Saran 

1. Kepada  para  pegawai dan para aparatur  penegak  hukum Pengadilan  

Agama  Metro Kelas  I  A  dalam proses  mensosialisasikan  peraturan 

terkait cara persidangan secara elektronik atau litigasi kepada 

pengguna lainnya lebih dimaksimalkan kembali dan terus berupaya 

untuk membimbing dan memberi informasi kepada meraka, seta lebih 

tegas terkait terlaksananya persidangan (e-Litigasi), agar nantinya untuk 

penguna e- litigasi   kedepannya   dapat   mengalami   peningkatan, 

sehingga tujuan mahkamah agung menjadi peradilan yang modern dapat 

tercapai dan tentunya pengaplikasian Peraturan Mahkamah Agung ini 

dapat dilaksanakan secara maksimal.  

2. Kepada para pencari keadilan dalam pembaharuan peraturan dan sistem 

yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama ini diharapkan masyarakat 

pencari keadilan supaya lebih aktif dalam membuka dan menerima 

peraturan baru, serta terus berupaya dan mempelajari teknologi masa 

kini sehingga dapat memudahkan aktifitas serta Pemanfaatan E-Court 

dalam berperkara di Pengadilan sehingga dapat dirasakan dampaknya 

bagi pencari keadilan. 
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